
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Angka 70.00 70.00 70.00 70.00 69.3

90% 100%           22,350,921,400           13,972,517,000 

90% 100%             4,222,786,000             3,524,864,600 

Pendalaman Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil 

pendalaman tugas 

DPRD

5 dokumen 6 dokumen             3,221,139,000             2,543,012,000 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Penyediaan tenaga ahli fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 6 orang 6 orang                 216,000,000                 348,000,000 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Penyelenggaraan hubungan 

masyarakat

Jumlah dokumen hasil 

penyelenggaraan 

hubungan masyarakat

1 dokumen 1 dokumen                 332,621,500                 238,590,200 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

Publikasi dan Dokumentasi 

Dewan

Jumlah dokumen 

publikasi dan 

dokumentasi DPRD

1 dokumen 1 dokumen                 453,025,500                 395,262,400 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

90% 100%             1,686,753,400             1,548,361,400 

Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah laporan hasil 

kunjungan kerja DPRD

5 laporan 5 laporan                 938,130,000                 799,738,000 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil 

pelaksanaan reses

60 dokumen 60 dokumen                 748,623,400                 748,623,400 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

90% 100%           16,441,382,000             8,899,291,000 

Koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas DPRD

Jumlah dokumen hasil 

koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas 

DPRD

21 dokumen 21 dokumen           12,868,568,000             6,661,686,000 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah dokumen hasil 

fasilitasi tugas pimpinan 

DPRD

17 dokumen 17 dokumen             3,572,814,000             2,237,605,000 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

2. Meningkatkan kualitas layanan 

Sekretariat DPRD terhadap agenda 

DPRD

1. Persentase terfasilitasinya tugas 

dan fungsi DPRD secara 

kelembagaan sebagai fungsi 

anggaran, fungsi pengawasan 

dan fungsi legislasi

% 25.00 50.00 75.00 100.00

90% 100%                 280,913,500                 347,356,450 

90% 100%                   86,889,500                 236,890,400 

RENCANA AKSI PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR OUTCOME/ 

OUTPUT

TARGET ANGGARAN

BIDANG PENANGGUNG 

JAWAB

CATATAN 

EVALUASI
REKOMENDASI

Langkah-langkah/ Aktivitas 

Pencapaian Target IKU

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi DPRD

Persentase Dukungan dan 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase peningkatan 

kapasitas pimpinan dan 

anggota DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat

Persentase aspirasi 

masyarakat yang terhimpun

Fasilitasi Tugas DPRD Persentase terfasilitasinya 

tugas pimpinan dan 

anggota DPRD

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi DPRD

Persentase Dukungan dan 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD

Persentase Penetapan 

Ranpeda Tahun N



Penyusunan dan pembahasan 

program pembentukan Perda

Jumlah dokumen hasil 

penyusunan dan 

pembahasan program 

pembentukan perda

1 dokumen 1 dokumen                     7,078,000                     7,078,000 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen hasil 

pembahasan rancangan 

perda

1 dokumen 1 dokumen                     8,749,000                 158,749,900 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

 Fasilitasi penyusunan 

penjelasan/ keterangan dan/ atau 

naskah akademik

Jumlah dokumen hasil 

penyusunan penjelasan 

atau keterangan 

dan/atau naskah 

akademik yang 

difasilitasi

1 dokumen 1 dokumen                   59,964,000                   59,964,000 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

Penyusunan tata tertib DPRD Jumlah dokumen tata 

tertib DPRD yang 

disusun

1 dokumen 1 dokumen                   11,098,500                   11,098,500 Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

90% Tepat Waktu                 171,218,000                   95,886,350 

Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah dokumen hasil 

pembahasan KUA dan 

PPAS

2 dokumen 2 dokumen                   35,941,000                   18,642,500 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Pembahasan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS

Jumlah dokumen hasil 

pembahasan perubahan 

KUA dan perubahan 

PPAS

2 dokumen 2 dokumen                   25,936,000                   18,047,500 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Pembahasan APBD Jumlah dokumen hasil 

pembahasan APBD

1 dokumen 1 dokumen                   51,911,000                   26,529,400 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Pembahasan APBD Perubahan Jumlah dokumen hasil 

pembahasan  APBD 

perubahan

2 dokumen 2 dokumen                   35,853,000                   19,329,350 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

Pembahasan 

pertanggungjawaban APBD

Jumlah dokumen hasil 

pembahasan 

pertanggungjawaban 

APBD

2 dokumen 2 dokumen                   21,577,000                   13,337,600 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

90% 100%                   22,806,000                   14,579,700 

Pembahasan laporan keterangan 

pertanggung jawaban kepala 

daerah

Jumlah rekomendasi 

hasil pembahasan 

laporan keterangan 

pertanggungjawaban 

kepala daerah

2 dokumen 2 dokumen                   22,806,000                   14,579,700 Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran

  TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD

1 SEKRETARIS

2 Kepala Bagian Umum dan Keuangan

3
Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan 

dan Penganggaran 

4
Kepala Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan

Pembahasan Kebijakan Anggaran Ketepatan Penetapan 

Perda APBD 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Persentase terfasilitasinya 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan
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